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Abstrak
 

Kemajuan pembangunan dalam berbagai bidang di Indonesia, khususnya di sektor infrastruktur ditandai

dengan banyaknya pembangunan termasuk pembangunan jalur kereta api cepat. Sedangkan disisi lain

pertumbuhan penduduk setiap waktunya juga sangat tinggi seringkali menimbulkan kelangkaan tanah.

Pengadaan tanah juga merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan bagi pelaksanaan pembangunan

untuk kepentingan umum yang pengerjaannya dilakukan oleh Pemerintah atau instansi yang memerlukan

tanah. Dalam pengadaan tanah dikenal konsep konsinyasi, yaitu suatu mekanisme penitipan ganti rugi yang

dilakukan dengan permohonan penitipan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun permasalahan yang

diangkat dalam penelitian ini mengenai konsep ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bagi

kepentingan umum serta perlindungan dan kepastian hukum dari lembaga konsinyasi terhadap ganti rugi

dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian

yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris. Dari hasil analisa diketahui bahwa permasalahan utama

dalam kasus yang diangkat yaitu konsep ganti rugi dalam pembangunan bagi pengadaan tanah untuk

kepentingan umum adalah ganti rugi harus mempertimbangkan kerugian fisik maupun non fisik. Hal ini

didasarkan bahwa ganti rugi ini dilakukan untuk memberikan suatu kompensasi atas kerugian pemegang hak

atas tanah yang kehilangan hak atas tanahnya karena dibebaskan untuk kepentingan umum. Lembaga

konsinyasi dapat memberikan perlindungan sepanjang sudah tercapai kesepakatan antara pemegang hak atas

tanah dengan panitia pengadaan tanah. Dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan

umum, yang diperlukan yaitu hubungan hukum yang dihasilkan atas dasar musyawarah atas penetapan

bentuk dan besaran ganti kerugian untuk kemudian dirumuskan dalam berita acara yang menjadikan sebagai

bukti perlindungan dan kepastian hukum yang di dapat oleh warga terdampak

......Development progress in various fields in Indonesia, especially in the infrastructure sector, is marked by

a large number of developments including the construction of high-speed railways. On the other hand,

population growth is also very high at any time, which often results in scarcity of land. Land acquisition is

also one of the activities that can be carried out for the implementation of development for the public

interest, the work of which is carried out by the Government or agencies requiring land. In land acquisition,

the concept of consignment is known, which is a mechanism for custody of compensation carried out by

requesting custody of the Head of the District Court. The issues raised in this study are regarding the

concept of compensation in land acquisition for development for the public interest and protection and legal

certainty from consignment agencies for compensation in land acquisition for public interests. The research

method used is normative juridical research with explanatory typology. From the analysis, it is known that

the main problem in the case raised, namely the concept of compensation in the development of land

acquisition for the public interest, is that compensation must consider physical and non-physical losses. This
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is based on the fact that this compensation is made to provide compensation for the loss of land rights

holders who have lost their rights to their land because they are released for public purposes. The

consignment agency can provide protection as long as an agreement has been reached between the land

rights holder and the land acquisition committee. In the process of implementing land acquisition for the

public interest, what is needed is a legal relationship generated on the basis of deliberation on the

determination of the form and amount of compensation to be formulated in an official report that serves as

proof of protection and legal certainty obtained by affected residents


